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ABSTRAK

IMPLEMENTASI STRATEGI ORGANISASI NON PEMERINTAH
DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL LAMPUNG TIMUR

(Studi pada Serikat Buruh Migran Indonesia DPC Lampung Timur)

OLEH:

CHINDY DIAN NOVIAWATI

Langkanya lapangan pekerjaan di daerah menyebabkan seseorang bermigrasi,
biasanya seseorang memutuskan untuk migrasi karena didorong oleh faktor
ekonomi. Migrasi pekerja yang terjadi telah menjadi penyumbang angka yang
cukup tinggi bagi pembangunan ekonomi, dimulai dari negara asal maupun negara
tujuan. Banyaknya minat menjadi PMI dipicu oleh lapangan kerja yang relatif
banyak dengan penghasilan yang menjanjikan dibanding dengan penghasilan yang
mereka dapatkan jika bekerja di dalam negeri. Tindak pidana perdagangan orang
mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seluruh dunia, termasuk Indonesia
dengan jumlah pengiriman pekerja migran yang dikatakan cukup banyak. Peran
lembaga non pemerintah sangat dibutuhkan, agar lembaga ini semakin mampu
mendorong berbagai pihak memerangi perdagangan orang.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, sumber data didapatkan dengan wawancara, dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi strategi organisasi non
pemerintah dalam mengatasi TTPO di Lampung Timur, dikatakan baik, hal ini
ditunjukan dengan dengan berjalannya pelaksanaan program di SBMI Lampung
Timur, dengan kegiatan-kegiatan penujang yang selalu dilaksanakan, angaran
yang didapatkan untuk menjalankan program didapat dari SBMI Pusat dan
program berjalan sesuai dengan prosedur dalam penerapan yang ada di SBMI
Lampung Timur. Berjalannya program SBMI Lampung Timur inilah yang dapat
mengurangi jumlah TPPO pada PMI asal Lampung Timur.

Kata Kunci: Perdagangan orang, Prosedur, Program



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
STRATEGIES IN OVERCOMING THE CRIME OF TRAFFICKING IN
INDONESIAN MIGRANT WORKERS FROM EAST LAMPUNG
(Study of the East Lampung DPC Indonesian Migrant Workers Union)

BY:

CHINDY DIAN NOVIAWATI

The scarcity of job opportunities in the area causes people to migrate, usually
someone decides to migrate because they are driven by economic factors. The
migration of workers that has occurred has contributed quite a high number to
economic development, starting from countries of origin and destination
countries. The large number of interests in becoming PMI is triggered by the
relatively large number of job opportunities with promising income compared to
the income they earn if they work domestically. The crime of human trafficking
has received attention from various parties throughout the world, including
Indonesia, where the number of migrant workers sent is said to be quite large.
The role of non-governmental organizations is very much needed, so that these
institutions are increasingly able to encourage various parties to fight human
trafficking.

The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative
approach, data sources are obtained through interviews, documentation. The
results of this research show that the implementation of non-governmental
organization strategies in overcoming TTPO in East Lampung is said to be good,
this is shown by the ongoing implementation of the program at SBMI East
Lampung, with supporting activities that are always carried out, the budget
obtained to run the program is obtained from SBMI The center and programs run
in accordance with existing standard procedures at SBMI East Lampung. The
running of the East Lampung SBMI program is what can reduce the number of
TPPO among PMI from East Lampung.

Keywords: Human trafficking, Procedure, Program
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pertumbuhan penduduk didapati semakin meningkat, terlihat dari beberapa isu

yang beredar dan menghawatirkan bagi negara di dunia yang mengalami
peningkatan. Pertumbuhan penduduk dalam aspek pembangunan diawali
dengan aspek ekonomi sampai dengan sosial yang dapat meningkatkan mutu
pembangunan dengan kualitas sumber daya manusia yang didorong dari
tingginya angka penduduk yang tidak dapat distabilkan. Bertambahnya jumlah
penduduk di setiap tahunnya juga harus diimbangi dengan Kketersediaan
lapangan pekerjaan yang mumpuni, agar mampu bersaing dalam dunia kerja

untuk mendukung proses pembangunan nasional di bidang ekonominya.

Adanya pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dengan tujuan
mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun, keadaan penduduk di
Indonesia yang semakin padat berakibat minimnya lapangan pekerjaan ini lah
yang membuat masalah dalam pembangunan ekonomi. Hal tersebut
disebabkan adanya timpang tindi antara kesempatan kerja dengan jumlah
penduduk yang ada. Pembangunan yang tersedia tidak mengatasi masalah
pengangguran yang semakin meningkat, terhitung sejak tahun 2019 hingga
2022 dampak yang dirasakan yaitu kemiskinan, pengangguran dan migrasi ke

berbagai negara.

Langkanya lapangan pekerjaan menyebabkan seseorang bermigrasi. Biasanya
seseorang memutuskan untuk migrasi karena didorong oleh faktor ekonomi.
Dengan kondisi tersebut maka banyak masyarakat Indonesia yang memutuskan
untuk bekerja ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mereka
berfikir bahwasanya menjadi PMI merupakan solusi yang tepat dan mereka
berfikir bahwa menjadi PMI adalah suatu pekerjaan yang menjanjikan untuk

memenuhi harapan dan mendapatkan kesejahteraan.



Migrasi pekerja yang terjadi telah menjadi penyumbang angka yang cukup
tinggi bagi pembangunan ekonomi, dimulai dari negara asal pekerja maupun
negara yang bersangkutan menerima para pekerja tersebut. Banyaknya minat
menjadi PMI dipicu oleh lapangan kerja yang relatif banyak dengan
penghasilan yang menjanjikan dibanding dengan penghasilan yang mereka
dapatkan jika bekerja di dalam negeri. Mereka berharap bahwasanya keputusan
untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI dapat menjadi awal yang baik untuk
kelangsungan perekonomiannya. Gambar dibawah merupakan jumlah PMI
yang bekerja ke luar negeri dari beberapa Provinsi yang ada di Indonesia:
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B Jawa Barat 24.779 1.793 57.239 14.559

®Jawa Tengah| 22.186 1.985 61.434 12.986

Jawa Timur 14.245 2.986 70.381 14.888

ENTB 21.857 271 32.557 12.827

H Lampung 10.740 665 18.843 11.750

Gambar 1. Jumlah Penempatan PMI di Luar Negeri Berdasarkan Provinsi
Periode 2019-2022.

Sumber: www.bp2mi.go.id, 2023

Meninjau gambar di atas dapat dilihat jumlah PMI pada periode 2019-2022
yang berangkat ke luar negeri di setiap tahunnya terhitung cukup banyak, ini
merupakan gambaran yang menganggap penting sebuah pekerjaan yang layak
dan dibutuhkan bagi penduduk Indonesia. Provinsi Lampung menempati posisi
lima besar dengan jumlah 14.052 orang yang didapati keberangkatanya keluar
negeri sebagai pekerja migran.

Pada tahun 2020 dari setiap Provinsi mengalami penurunan terhadap

penempatan pekerja migran, dikarenakan pandemi covid-19 yang


http://www.bp2mi.go.id/

menyebabkan berkurangnya jumlah PMI yang akan berangkat ke luar negeri.
Pengiriman PMI keluar negeri merupakan penyelenggaraan pengiriman tenaga
kerja yang telah diselenggarakan oleh negara Indonesia. Dengan adanya PMI
yang bekerja ke luar negeri menjadi upaya untuk mengurangi angka
pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Sebagaimana UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran
Indonesia diterbitkan untuk melindungi PMI. Mengingat dari banyaknya
pengiriman PMI ke luar negeri tidak adanya kesesuaian antara yang didapatkan
oleh PMI, dengan adanya masalah yang seringkali dialami oleh pekerja migran
seperti penempatan dan hak atas tenaga kerja. Banyaknya warga negara
Indonesia yang bekerja keluar negeri, pemerintah mendapatkan banyak
tantangan, seperti banyaknya PMI yang berangka secara langsung keluar
negeri melalui jalan illegal atau non-prosedural dimana PMI yang akan pergi
tidak mengikuti prosedur yang ada mereka biasanya memalsukan dokumen dan

memanipulasi data.

Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung PMI asal Lampung di
dominasi pekerja informal yakni seperti asisten rumah tangga dan lain
sebagainya dibanding dengan formal. Dari Januari hingga Oktober 2021 PMI
asal Lampung mencapai 3.133 dengan jalur keberangkatan resmi yang terbagi
atas pekerja informal sebanyak 2.466 orang dan formal 667 orang. Berikut
jumlah PMI per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sejak Januari hingga
Oktober 2021 yaitu:

Tabel 1. Jumlah PMI Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2021

No. Kabupaten/Kota Jumlah Ket
1. Lampung Timur 1.237 Orang
2. Lampung Tengah 473 Orang
3. Lampung Selatan 285 Orang
4, Pesawaran 195 Orang
5. Tanggamus 178 Orang
6. Tulang Bawang 153 Orang
7. Lampung Utara 148 Orang
8. Bandar Lampung 142 Orang
9. Pringsewu 76 Orang



10. Tulang Bawang Barat 67 Orang
11. Metro 65 Orang
12. Way Kanan 56 Orang
13. Mesuji 43 Orang
14, Lampung Barat 20 Orang
15 Pesisir Barat 3 Orang

Sumber: kupastuntas.co.id, 2021

Tabel 1 menunjukan bahwa Kabupaten Lampung Timur menduduki angka
tertinggi dengan jumlah keberangkatan tercatat mencapai 1.237 ribu warga
yang akan menjadi PMI, adapun jalur yang dipilih ialah 5 persen atau 500 orang
melalui jalur ilegal dan sisanya melalui jalur legal. Jalur resmi yang digunakan
ialah jalur yang melakukan koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI), sedangkan jalur tidak resmi yang digunakan akan
menjadi kendala bagi PMI dikarenakan saat terjadi masalah PMI tidak
mendapatkan asuransi, tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak manapun
(lampost.com. diakses 23 Mei 2022).

Pekerja Migran Indonesia lebih didominasi oleh perempuan pada tahun 2021
mencapai 55.815 jiwa sedangkan jumlah PMI laki-laki hanya 16.809 jiwa.
Banyaknya PMI yang terdiri dari perempuan inilah yang beresiko tinggi
terhadap ancaman kekerasan baik secara fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.
Salah satu contoh kasus yang menimpa seorang PMI perempuan asal Lampung
yang dijanjikan calo dan akan diberangkatkan pada 15 Maret 2019 untuk
dipekerjakan di salah satu salon kecantikan di Malaysia, namun kenyataannya
ia dipekerjakan di sebuah tempat prostitusi yang disamarkan dengan nama
panti pijat dan mengalami eksploitasi seksual dan kekerasan psikologis
(bp2mi.go.id. diakses 3 Juni 2022).

Tindak pidana perdagangan orang dikatakan berkembang dengan pesat
sehingga menjadi sindikat lintas batas negara, hal ini disebabkan karena jalur
komunikasi dan transportasi antar negara dianggap mudah untuk dilalui.
Tindak pidana perdagangan orang umumnya terjadi karena tingkat kemiskinan
yang tinggi, pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan, serta sulitnya
mengenyam pendidikan, sehingga lebih mudah para pelaku tindak pidana

perdagangan orang untuk memancing korban dengan modus untuk menjadi



Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan dijanjikan akan diberikan bayaran yang
tinggi serta kehidupan yang lebih baik. PMI yang tidak memiliki pengetahuan
tentang bagaimana migrasi yang benar biasanya akan lebih mudah menjadi
korban perdagangan orang, dan PMI keberangkatan illegal lah yang lebih
rentan, karena kurangnya kesadaran dari PMI tersebut dan mereka hanya
berfikir untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan tidak mengetahui adanya

bahaya perdagangan orang.

Salah satu contoh adanya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi yaitu
pada kasus kekerasan yang dialami oleh salah satu Tenaga Kerja Wanita
(TKW) asal Lampung yang dikabarkan mendapatkan kekerasan yang
dilakukan oleh majikannya yang terjadi di Malaysia. Perempuan yang
berinisial S tersebut sudah menjadi tenaga migran secara ilegal sejak tahun
2018. Berdasarkan informasi yang ada perempuan tersebut berangkat pada
tahun 2018 dan ditempatkan secara ilegal melalui seorang tetangganya
(rri.co.id diakses pada 20 Desember 2020).

Tabel 2. Kasus kekerasan dan perdagangan orang di Provinsi Lampung
pada Januari-Desember 2021

NO. KASUS JUMLAH
1 Kasus pencabulan 93

2 Kasus pemerkosaan 20

3. Kasus eksploitasi seksual pada anak 21

4, Kasus perdagangan perempuan 17

5 Kasus kekerasan berbasis gender online 5

6. Kasus eksibisionis 1

Total 140

Sumber: tribunlampung.co.id 2021

Tercatat sebanyak 140 kasus yang telah terjadi, di dalamnya terdapat
perempuan pekerja migran dan anak di daerah Lampung yang rentan menjadi
korban perdagangan orang, 17 dan 21 kasus merupakan kasus yang cukup
banyak hal ini dikarenakan mayoritas pekerja migran merupakan sekelompok
perempuan atau individu yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, dan
mudah berpindah-pindah majikan hingga tidak terpantau lagi keberadaanya.

Kerentanan pekerja migran dalam setiap tahapan migrasi dan berbagai



persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat bekerja dan
kembali ke tanah air masih menjadi persoalan keseharian yang dialami oleh

perempuan pekerja migran (tribunlampung.co.id).

Selain pemerintah sebagai pelayan publik yang memberikan perlindungan
HAM untuk warganya, adapun lembaga lain yang akan memberikan pelayanan
seperti lembaga keagamaan, lembaga sosial maupun kelompok masyarakat
sipil lainnya turut berusaha menanggulangi persoalan perdagangan orang yang
dialami oleh pekerja migran Indonesia. Sampai saat adanya lembaga
masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran di Indonesia

yaitu salah satunya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pun hadir di tengah masyarakat yang
merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang merupakan wujud dari
kepedulian dan kontribusi dari kondisi buruk serta banyaknya permasalahan
yang dialami, adanya keterbatasan pemenuhan hak yang seharusnya
didapatkan serta minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah
kepada PMI. Dengan hadirnya lembaga-lembaga non pemerintah dengan
strategi dan cara kerjanya yang diharapkan dapat menjawab persoalan-
persoalan yang dihadapi PMI. Pekerja migran memiliki hak asasi untuk
mendapatkan penghidupan yang layak, perlakuan adil di mata hukum,

kebutuhan harmonis sebagai manusia.

Adanya SBMI di tengah masyarakat membantu untuk memberikan informasi
tentang hak dan kewajiban bagi para PMI, memberikan sosialisasi tentang
tindak pidana perdagangan orang, melakukan sosialisasi tentang bagaimana
migrasi yang baik dan benar, memberikan informasi tentang pentingnya surat
perjanjian yang berkaitan dengan PMI, SBMI juga menyediakan buku bacaan
seputar pekerja migran dan buku bacaan yang berkaitan hal-hal yang
menyangkut PMI. SBMI telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi
pekerja migran sesuai dengan UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan
pekerja migran Indonesia, upaya tersebut ialah melakukan survei PMI yang

akan bekerja dengan menganalisis penyebab migrasi dan kendala yang



dihadapi. Selanjutnya melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk PMI
agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai PMI, sehingga adanya
pengetahuan bagi PMI yang akan berangkat. Berbagai upaya yang telah
dilakukan SBMI sebagai tindakan dalam pencapaian tujuan dalam mengurangi
maraknya perdagangan orang, namun masih terdapat angka yang tinggi dalam
kasus perdagangan orang di wilayah Lampung khususnya di Kabupaten

Lampung Timur.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukendar selaku salah satu Pengurus SBMI
Lampung Timur yang mengungkapkan SBMI hadir untuk membantu
memberikan informasi tentang hak dan kewajiban bagi para PMI, SBMI selalu
berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana
migrasi yang aman dan benar menurut prosedural, untuk mengoptimalkan
fungsi penguatan layanan pemerintah daerah sesuai mandate UU Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia no 18 tahun 2017 melalui program Migrant worker

Resource Center (MRC). (wawancara bersama bapak Sukendar, 22 Juli 2022)

Peran lembaga non pemerintah sangat dibutuhkan, agar lembaga ini dapat
mendorong berbagai pihak untuk memerangi perdagangan orang yang kian
meningkat, dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang implementasi
strategi lembaga non pemerintah dalam melindungi pekerja migran
sebagaimana strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber
daya suatu organisasi dalam mencapai sasarannya strategi yang digunakan
SBMI merupakan langkah yang akan digunakan untuk mengurangi terjadinya
perdagangan orang dengan melakukan banyak sosialisasi mengenai pentingnya
menjaga identitas diri. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Chandler dalam Umar (2010), bahwasanya strategi ialah suatu program untuk
mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang maka
dengan adanya strategi dapat menentukan langkah yang akan dicapai dalam
tindak pidana perdagangan orang. Adanya sebuah strategi tentunya telah
melewati perumusan strategi sebagai penjaring apakah strategi yang dilakukan
telah sesuai dengan tujuan kemudian akan diimplementasikan sesuai dengan

target dan sasaran untuk mencapai tujuan strategi yang telah dirumuskan.



Adapun strategi SBMI Lampung Timur menurut bapak Sukendar diantaranya

sebagai berikut:

1. Memberikan layanan pengaduan yang mampu melayani pengaduan PMI.

2. Memberikan pelayanan advokasi dan perlindungan hukum untuk
memenuhi hak-hak PMI sejak pra, masa dan purna penempatan.

3. Melakukan pemberdayaan dan pembinaan PMI purna.

4. Bekerja sama dengan instansi terkait.

(wawancara dengan Bapak Sukendar, 13 September 2022)

Misi dan tujuan SBMI hanya akan tercapai jika diimplementasikan, sebab
kunci kesuksesan dari manajemen strategi yaitu pada saat diimplementasikan
strategi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh konsep menurut Wheelen dan
Hunger dalam Ulfa (2018), implementasi strategi merupakan suatu proses
pihak manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan
pelaksanaan program, anggaran, dan prosedur. Pada SBMI Lampung Timur
strategi yang telah diimplementasikan, dalam proses penerapanya melalui 3
elemen manajemen strategi dengan program, anggaran dan prosedur terdapat
kekurangan, dimana dalam pelaksanaanya bahwa prosedur yang dilaksanakan
tidak begitu berstruktur dan tidak tertulis sehingga kurang efektif, dalam
pelaksanaannya koordinasi yang dijalankan itu dimulai dengan ketua SBMI
Lampung Timur berkoordinasi dengan ketua sebelumya tentang bagaimana
sebuah prosedur dalam menjalankan program kemudian dilanjutkan

pelaksanaan program oleh anggota SBMI Lampung Timur.

Implementasi  strategi yang dijalankan harusnya dapat mewujudkan
pelaksanaan yang secara lengkap. Untuk itu di dalam penelitian ini penulis
memfokuskan penelitian dengan judul “Implementasi Strategi Organisasi Non
Pemerintah Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja
Migran Asal Lampung Timur (studi pada Serikat Buruh Migran Indonesia

Lampung Timur)”



1.2
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Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, maka

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana
implementasi strategi serikat buruh migran Indonesia Lampung Timur dalam

mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung Timur?

Tujuan Penelitian
Adapun rumusan masalah di atas didapati tujuan dari penelitian ini adalah:

untuk mendeskripsikan implementasi strategi Serikat Buruh Migran Indonesia
Lampung Timur dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal

Lampung Timur.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk
menambah wawasan keilmuan di dalam Administrasi Publik, khususnya
yang berkaitan dengan implementasi strategi, serta Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan
referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat menjadi informasi dan memberikan rekomendasi
bagi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang

terkait dalam pengelolaan Pekerja Migran Indonesia di Lampung.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian Sakti (2019), yang berjudul Peran International Organization of

Migration (I0OM) dalam Menanggulangi Perdagangan Orang di Indonesia fokus
penelitian ini ialah peran IOM dalam menanggulangi perdagangan orang di
Indonesia yang terdapat mulai dari tahun 2009 hingga 2014 menjelaskan angka
penurunan yang drastis bahwa perdagangan orang terutama wanita yang
berumur 18 tahun lebih banyak dilakukan. Adapun hasil dari penelitian ini,
mengkaji mengenai peran yang dilaksanakan IOM untuk menanggulangi
perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2015-2018 yang ditinjau melalui
teori international organization, karena dalam memberantas perdagangan orang
yang dialami sampai saat ini pemerintah Indonesia belum bias memberikan
penyelesaian permasalahan ini, dan dibutuhkan sebuah organisasi internasional
yang dikaitkan dengan konsep international organization. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa organisasi IOM telah melaksanakan berbagai upaya dalam
menangani kasus perdagangan orang dan memberikan hasil yang nyata atas

aksinya.

Penelitian kedua dari Pratiwi (2020), dengan judul judul Upaya Indonesia dalam
mengatasi masalah perdagangan manusia di Selat Malaka berfokus pada
implementasi strategi. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah bekerja
sama dengan tiga negara pesisir dalam kerja sama yang dikenal sebagai
Malacca Straits Patrols (MSP), dan juga memiliki kerja sama bilateral dengan
Amerika Serikat sebagai User State. Berbagai aktor negara terlibat dalam upaya
ini, tetapi Indonesia juga menjalin kerja sama dengan International Maritime
Organization (IMO) sebagai organisasi maritim internasional dan aktor dalam

sektor keamanan negara pesisir.
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Dalam upaya Indonesia untuk mengatasi perdagangan manusia di Selat Malaka,
penelitian ini menggunakan strategi yang ditawarkan oleh Friensendorf dalam
bukunya tentang penanggulangan perdagangan manusia. Friensendorf
menjelaskan empat strategi, yaitu implementasi, kerja sama, penelitian dan
evaluasi, serta pembentukan kelembagaan yang lebih baik, jaringan, dan
evaluasi. Pada strategi implementasi, Indonesia telah mengadopsi hukum
internasional menjadi hukum nasional, termasuk meratifikasi Protokol Palermo

sebagai kerangka hukum internasional dalam mengatur perdagangan manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Protokol
Palermo dan mengimplementasikannya melalui Undang-Undang No. 21 tahun
2007. Indonesia juga telah meratifikasi Deklarasi ASEAN tentang Perdagangan
Orang, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Dalam
strategi kerja sama, Indonesia telah menjalin berbagai kerja sama dengan
negara-negara lain, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia.
Namun, strategi evaluasi tidak ditemukan dalam penelitian ini. Strategi terakhir
adalah pembentukan lembaga khusus untuk penanganan perdagangan manusia
di Selat Malaka.

Penelitian selanjutnya dari Tapona (2016), yang berjudul Strategi Komunikasi
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Migrant Care” dalam upaya tindakan
Tenaga Kerja Wanita (TKW) Korban Human Trafficking”. Penelitian ini
berfokus pada upaya yang dilaksanakan oleh Migrant Care dalam membangun
strategi komunikasi penanganan TKW korban human trafficking berjalan
efektif yaitu dengan membentuk kelompok untuk bekerja sama dengan
melakukan sosialisasi terhadap para korban PMI yang dilakukan secara khusus.
Teori yang digunakan ialah menurut Heris (2016), yang mengungkapkan
Strategi Komunikasi adalah salah satu cara untuk mengatur pelaksanaan sebuah
proses komunikasi, mulai dari perencanaan (planning), pelaksanaan
(implementation) hingga evaluasi (evaluation) untuk mencapai suatu tujuan.
Strategi komunikasi adalah salah satu aspek penting yang memungkinkan
adanya proses akselerasi dan keberlanjutan suatu program pembangunan
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khususnya pada pemasaran diperkuatnya dengan terlaksananya Migrant Care
untuk penanganan pekerja migran memberikan harapan besar atas solusi serta
menjadi senjata untuk memerangi kasus perdagangan orang. Strategi Migrant
Care vyaitu komunikasi dapat menjangkau berbagai pihak baik instansi
pemerintah hingga lembaga sosial yang secara langsung terjun ke masyarakat

terutama dalam penanganan kasus perdagangan orang.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana implementasi strategi dan peran serta
fungsi organisasi non profit dalam menanggulangi masalah perdagangan orang,
selain itu dapat memberikan solusi dalam masalah tersebut, mendorong
berbagai pihak memerangi perdagangan orang, agar dapat menurunkan angka

perdagangan orang yang sebelumnya meningkat.

2.2 Tinjauan Tentang Organisasi Publik

2.2.1  Pengertian Organisasi Publik
Organisasi publik ialah suatu wadah untuk membuat adanya interaksi dengan

tujuan yang sama. Adapun organisasi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama
antar individu dalam mencapai tujuan bersama. Untuk kegiatan yang
dilaksanakan memiliki sumber daya yang akan melaksanakan tugas, wewenang
dan tanggung jawabnya secara jelas. Organisasi publik merupakan suatu
lembaga yang disediakan oleh pemerintah sebagai media untuk memberikan
berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menyediakan suatu
lembaga dengan membentuk sistem administrasi dan birokrasi yang baik agar
menghasilkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, sehingga
masyarakat dapat merasakan pelayanan yang nyata (Adiwilaga, 2018).

Adapun pendapat Mahmudi (2010), organisasi publik ialah sebuah lembaga
yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan, kegiatan ini merupakan bentuk
upaya pemenuhan kebutuhan publik dan melaksanakan segala kegiatan
pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan pelayanan

kepada publik lembaga atau instansi yang bersangkutan dapat
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menyelenggarakan pelayanan publik dan memperhatikan asas pelayanan

publik sebagai berikut:

a.

Transparansi dalam pelayanan publik adalah ketika informasi yang
diberikan mudah diakses oleh semua orang, jelas, dan dapat
dimengerti dengan baik.

Akuntabilitas dalam pelayanan publik berarti bahwa pelayanan yang
diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum
dan peraturan yang berlaku.

Kondisional merujuk pada pemberian pelayanan yang disesuaikan
dengan kondisi dan kemampuan baik pemberi maupun penerima
layanan publik.

Partisipatif adalah ketika pelayanan publik mendorong partisipasi
masyarakat berdasarkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka
dalam penyelenggaraan pelayanan.

Tidak diskriminatif adalah prinsip yang mengharuskan pelayanan
publik untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, ras,
agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, atau ekonomi
masyarakat.

Keseimbangan hak dan kewajiban mengacu pada pemberian
pelayanan publik yang memastikan bahwa hak dan kewajiban dari
pihak yang memberikan pelayanan dan yang menerima pelayanan

dijaga seimbang.

Dalam penelitian ini, SBMI Lampung Timur adalah sebuah organisasi publik

non-pemerintah yang berupaya mengurangi perdagangan orang dan perempuan

Indonesia ke luar negeri melalui pemberian layanan.

2.2.2

Jenis Organisasi Publik

Organisasi publik ialah suatu kelompok orang atau individu yang bekerjasama

secara terstruktur yang memiliki tujuan tertentu. Organisasi ini terbentuk dalam

berbagai ukuran seperti perusahaan, institusi, organisasi nirlaba, serta
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kelompok sosial. Berikut ini jenis atau tipe organisasi menurut Mahsun dalam
Sastrawan, (2023):

a. Pure profit organization merupakan organisasi yang mempunyai tujuan
dalam penyediaan barang dan atau jasa dengan maksud mendapatkan
laba sebanyak-banyaknya sehingga bias dinikmati oleh para pemilik,
dalam pendanaan yang berasal dari investor.

b. Quasi profit organization yang bertujuan dalam penyediaan barang atau
jasa untuk memperoleh laba serta mencapai sasaran sebagaimana sesuai
dengan rencana para pemilik.

c. Quasi non profit organization ialah organisasi dengan tujuan dalam
penyediaan barang atau jasa dengan tujuan untuk melayani masyarakat
dan memperoleh keuntungan.

d. Pure non profit organization ialah organisasi yang bertujuan untuk
penyediaan barang atau jasa dengan tujuan untuk melayani dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan jenis organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan
organisasi ditentukan dalam tujuan organisasi dalam mencari keuntungan
atau memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dalam penelitian ini SBMI
Lampung Timur termasuk dalam jenis organisasi pure non profit
organization, karena memiliki persamaan dalam jenis tujuan organisasi,
dimana SBMI Lampung Timur merupakan organisasi yang bertujuan
menyediakan layanan untuk masyarakat tanpa mencari keuntungan dan

memberikan tenaga secara sukarela.

2.3 Organisasi Non Pemerintah (NGO)
Organisasi Non Pemerintah merupakan Non Government Organization (NGO).

Dimana organisasi ini didirikan oleh perorangan atau kelompok yang
memberikan layanan kepada anggotanya atau masyarakat lain secara sukarela
dan tidak mengharapkan keuntungan dari kegiatannya.

Menurut Budi Setyono dalam Chandra (2018), NGO ialah suatu lembaga atau
organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (moral force) yang
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memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
politik. NGO dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses
demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini dapat memiliki fungsi dan
karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-
pemerintah maupun swasta (private sector), sehingga mampu melaksanakan
tugas-tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua
sektor tersebut.

Organisasi Non Pemerintah (NGO) memainkan tiga jenis peranan yang sangat
penting, yaitu:

1. Mendukung ialah kegiatan memberdayakan masyarakat pada tingkat
sosial dimana membantu dalam penanganan penanggulangan
kemiskinan.

2. Meningkatkan pengaruh politik membangun jejaring ke jangka lebih luas
baik nasional maupun internasional.

3. Ikut serta dalam membangun perkembangan pembangunan yang sedang
berlangsung.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah
memiliki perangkat hukum yang berlaku meliputi Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1986 tentang Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perangkat hukum lainnya ialah Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan dan LSM. Organisasi non pemerintah atau NGO dijadikan
wadah alternatif dalam melaksanakan perpindahan dengan menyusun dan
memproduksi ide-ide kreatif, inovatif dan strategis yang digunakan oleh
berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah,

pemerintah desa, swasta, dan individu.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Organisasi Non
Pemerintah atau dapat juga disebut (NGO) adalah kelompok masyarakat yang
memiliki aspirasi dan kegiatan bersama yang dijalankan secara sukarela yang
kerjasamanya dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan

organisasinya tanpa mengharapkan keuntungan.
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2.4 Tinjauan tentang Strategi

2.4.1 Pengertian Strategi
Strategi ialah suatu alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya

konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang
mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Menurut
David (2011), strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang

hendak dicapai.

Menurut Tjiptono (2006), strategi ialah suatu seni atau ilmu yang berartikan
suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan pada organisasi dalam
mempersiapkan organisasinya dalam pencapain tujuan. Sedangkan menurut
Rangkuti (2013), mengungkapkan bahwa strategi ialah rencana yang
komprehensif perusahaan dalam mempersiapkan pencapaian tujuan yang telah

dibuat sebelumnya.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya strategi
merupakan suatu cara, sebuah tindakan atau kegiatan guna mencapai suatu
tujuan dalam kurun waktu yang panjang untuk mencapai sebuah tujuan yang
telah ditetapkan. Strategi juga selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu: Tujuan,
sarana dan cara. Oleh karena itu, strategi harus didukung dengan kemampuan
untuk mengantisipasi kesempatan yang ada dalam melaksanakan fungsi peranan
nya di dalam mengatasi perdagangan orang yang terjadi pada pekerja migran
asal lampung Timur. Pemerintah haruslah lebih tanggap untuk memberikan

upaya dalam mengatasi perdagangan orang.

2.4.2  Peranan Strategi
Di dalam lingkup organisasi strategi sangat penting dalam kemajuan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi juga memiliki banyak
peranan penting dalam berlangsungnya suatu organisasi. Adapun 3 peranan
dalam strategi ialah sebagai berikut:

a. Strategi berperan untuk mendukung organisasi dalam mengambil keputusan

sebagai unsur untuk mencapai tujuan.
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Strategi berperan sebagai sarana berkoordinasi dalam hubungan untuk
berkomunikasi ke semua arah dalam organisasi.
Strategi berperan sebagai pencapaian target dengan sebuah misi dan visi

sebuah organisasi untuk menentukan pencapaian yang akan datang.

Berdasarkan peranan di atas diungkapkan bahwa strategi dapat berperan sebagai

target organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebuah organisasi. Adanya

jaminan organisasi dapat berjalan dilihat dari adanya strategi yang dibuat oleh

organisasi tersebut.

2.4.3 Fungsi Strategi
Menurut Assauri (2013), terdapat enam fungsi yang dapat dijalankan oleh

organisasi, yaitu sebagai berikut:

a.

Hubungan sebuah visi yang menjadi tujuan, strategi dirumuskan sebagai
tujuan untuk memperoleh target. Perlu adanya suatu komunikasi untuk
mengetahui dan mengembangkan nilai alternatif untuk menyesuaikan
organisasi dengan faktor lingkungan.

Menghubungkan kekuatan organisasi dengan keunggulan organisasi agar
menjadi peluang dalam lingkungan.

Memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai untuk menjadikan peluang
dimasa depan.

Menghasilkan sumberdaya yang telah digunakan agar dapat
membangkitkan sumberdaya yang belum terwujud.

Berkoordinasi untuk mengarahkan kegiatan sehingga aktivitas organisasi
dapat menyiapkan keputusan sesuai dengan tujuan organisasi.

Adanya reaksi untuk menghadapi waktu yang akan datang, proses yang
dimaksud vyaitu tujuan untuk menciptakan sumber daya serta

membangkitkan aktivitas pendukungnya.

2.5 Tinjauan tentang Manajemen Strategi
Menurut Setiawati (2020), Manajemen strategi ialah sebuah rangkaian hasil dan

aktivitas administratif dalam kinerja organisasi dalam jangka panjang. Adapun

pendapat David (2011), manajemen strategis dapat diartikan sebagai seni dan
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pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi
keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi
mencapai tujuannya. Manajemen strategis memiliki fokus pada kegiatan

manajemen, informasi serta pelaksanaan lainya yang terjadi pada perusahaan.

Wheelen dan Hunger dalam Ulfa (2018), manajemen strategi adalah seperangkat
aksi dan keputusan manajerial yang menentukan performa korporasi pada jangka
panjang. Manajemen strategik menyertakan pemindaian lingkungan (eksternal
dan internal), formulasi strategi (strategi atau perencanaan jangka panjang),
(implementasi strategi, serta evaluasi dan kontra). Pembelajaran manajemen
strategi menekankan pada proses pengawasan dan evaluasi dari peluang

eksternal dan ancaman pada kekuatan dan kelemahan korporasi atau perusahaan.

Manajemen strategi memiliki keterkaitan dengan ilmu administrasi negara,
manajemen strategi digunakan dalam proses perencanaan hingga evaluasi
kebijakan dan inovasi suatu organisasi. Manajemen strategi yang ditetapkan
pada organisasi non pemerintah mengarah pada tujuan. Salah satu organisasi non
pemerintah yang menerapkan manajemen strategi yaitu Serikat Buruh Migran

Indonesia Lampung Timur.

Bentuk manajemen strategi pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung
Timur memiliki beberapa program yang salah satunya mendampingi pengaduan
kasus, baik dari pekerja migran dan atau dari keluarganya. Kegiatan itu
merupakan tindak lanjut dalam kasus itu meliputi pada pra penempatan, masa
penempatan maupun purna penempatan. Pengaduan yang masuk akan
ditindaklanjuti kepada pihak yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan

pekerja migran, baik pemerintah maupun swasta.

Implementasi Strategi
Terdapat suatu pengertian tentang implementasi strategi menurut para ahli

sebagai berikut: pertama menurut Salusu (2006), implementasi strategi ialah

suatu perangkat kegiatan yang dijalankan atas dasar keputusan yang berproses
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terarah dan terkoordinasi serta melibatkan banyak sumber daya baik sumber

daya alam maupun sumber daya manusia.

Adapun pendapat lain dari Amirullah (2015), bahwa implementasi strategi ialah
sebuah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan
manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-
sumber daya perusahaan melalui strategi yang telah dipilih. Suatu implementasi
strategi diperlukan untuk merinci dengan tepat dan jelas bagaimana
sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan. Implementasi
strategi yang berhasil sangat tergantung pada keahlian dan kemampuan serta

keterampilan dari implemetornya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas implementasi strategi dapat disimpulkan
bahwa suatu implementasi strategi yakni rangkaian kegiatan yang mengelola,
mengarahkan, mengendalikan bermacam-macam sumber daya organisasi dalam
rangka mencapai tujuan yang tepat sasaran serta dapat dijalankan secara efektif

oleh sumber daya manusianya.

2.6.1 Konsep Implementasi Strategi
Implementasi strategi merupakan seperangkat kegiatan pengelola, pengarahan,

pengendalian bermacam sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang

tepat sasaran. Berikut ini beberapa konsep implementasi strategi menurut

beberapa ahli yaitu:

a. Konsep menurut Wheelen dan Hunger dalam Ulfa (2018), manajemen
strategi dalam dimensi implementasi strategi, yaitu:

Implementasi strategi merupakan suatu proses pihak manajemen

mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan pelaksanaan program,

anggaran, dan prosedur.

1. Program ialah bentuk upaya dalam pelaksanaan strategi dan menjadi
bagian penting dalam mengimplementasikan strategi karena adanya
program untuk menjadi penunjang dalam suatu permasalahan, Menurut
Wahyuni (2020), program adalah variabel penentu dalam kesuksesan

implementasi strategi, didalamnya terdapat rencana dan agenda kegiatan
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yang akan dijalankan oleh organisasi. Keberhasilan implementasi dilihat
dari bagaimana suatu program dibuat dan dilaksanakan.

2. Anggaran berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan, dalam
anggaran implementasi strategi akan menetapkan anggaran pendapatan
dan anggaran beban yang akan dijalankan dalam satu program atau
strategi yang akan berjalan. Masing-masing anggaran ini memiliki
pengaruh dalam pencapaian kinerja strategi. Menurut Nafarin dalam
Wahyuni (2020), anggaran adalah rencana tertulis yang berkaitan
dengan kegiatan organisasi, dinyatakan secara kuantitatif dalam kurun
waktu tertentu biasanya dinyatakan dalam satuan moneter.

3. Prosedur dalam implementasi strategi harus ada sebuah prosedur untuk
mencapai hasil dan tujuan dalam sebuah implementasi. Prosedur ialah
suatu cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkatnya. Menurut
Ardiyos dalam Sumaraw (2013), prosedur adalah suatu bagian sistem
yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang
dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar
suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan
dilaksanakan secara seragam. Prosedur pada dasarnya merupakan
susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain
untuk mengarahkan pada jalannya suatu kegiatan yang berisikan
langkah-langkah  tertentu  untuk  memberikan arah  dalam
pelaksanaannya.

b. Konsep implementasi strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006), ialah
tahap dalam bagian dari strategi setelah tahap perumusan strategi lalu
dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan strategi dan diakhiri oleh evaluasi
strategi. Implementasi dapat dikatakan dengan rangkuman dari berbagai
kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber
daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi. Kegiatan ini menyentuh
seluruh jajaran manajemen, mulai manajemen puncak sampai pada
karyawan paling bawah. Berikut ini beberapa hal yang mencangkup

implementasi strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006), yaitu:
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1. Perencanaan Integral dan Sistem Pengendalian
Sasaran yang ingin dicapai oleh strategi, dijabarkan secara detail dan
rinci. Menurut Robbins (2015), perencanaan antara (program)
merupakan suatu penghubung antara sasaran strategi dan
perencanaan operasional yang telah dibuat. Program ini
mencangkup ruang lingkup yang cukup luas, waktu yang memadai,
cukup komprehensif dan memiliki nilai secara rinci. Perencanaan
operasional ialah suatu perencanaan yang prosesnya kedalam
rencana yang pasti yaitu kegiatan yang dapat memperoleh hasil yang
diinginkan. Anggaran yang merupakan penjabaran dari kunci
keberhasilan perencanaan operasional, biasanya disebut rencana
operasional keuangan dan pembiayaan dalam organisasi. Adapun
pengertian sistem pengendalian yang dimaksud ialah sistem
manajemen organisasi dari sebuah tujuan yang akan digarap dan
menyiapkan target sasaran organisasi untuk kedepannya.

2. Kepemimpinan, motivasi dan sistem komunikasi
Gaya kepemimpinan memegang peranan sentral dalam
menggerakan karyawan menuju sukses. Para pelaksana strategi
mampu memberikan motivasi kepada jajaran kepegawaian atau
pelaksana strategi lainya agar dapat memberikan suatu semangat
dalam organisasinya, selain itu sistem komunikasi yang dimiliki
dapat dianggap baik agar segera mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kultur Organisasi
Pencarian suatu strategi diutamakan dari adanya manajemen sumber
daya manusia dan budaya organisasi yang berjalan. Pendapat
menurut Rivai (2009), menyatakan bahwa manajemen sumber daya
manusia ialah suatu ilmu dan seni perencanaan, pengadaan, yang
memberi pengaruh dan mengarahkan tenaga kerja manusia agar
dapat memberikan hasil pekerjaan secara maksimal, sehingga dapat

mencapai tujuan,
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c. Certo dan Peter dalam Hari (2007), implementasi strategi harus
dijalankan dengan langka atau struktur yang jelas, berikut ini didapati
langka yang akan dilewati oleh organisasi dalam mengimplementasikan
strategi yaitu:

1. Menganalisis perubahan, pada tahap ini perubahan dianggap sangat
sederhana dimana perubahan dihasilkan dengan bervariasi sehingga
dapat mempengaruhi misi organisasi.

2. Menganalisis struktur organisasi, yaitu perubahan yang dibuat atas
perubahan dalam implementasi yang berpengaruh terhadap
perubahan struktur.

3. Menganalisis budaya organisasi, yaitu unsur yang membuat strategi
dalam suatu organisasi berpengaruh dalam perubahan organisasi.

4. Menganalisis kepemimpinan, suatu pemimpin dengan gaya
kepemimpinan sangat berpengaruh untuk menentukan sebuah
keputusan organisasi. Gaya kepemimpinan untuk organisasi non
profit menjadi pekerjaan bersama dan akan melibatkan banyak
orang dengan peran individu yang berbeda.

5. Implementasi, evaluasi strategi, ini ialah tahapan terakhir yang akan
dijalankan sebuah management dalam perubahan strategi yang telah
dibuat, perubahan yang terjadi yaitu struktur organisasi, budaya

organisasi, serta gaya kepemimpinan.

Berdasarkan konsep implementasi strategi di atas, maka peneliti akan
menggunakan konsep implementasi strategi menurut Wheelen dan
Hunger dalam Ulfa (2018). Untuk organisasi strategi sangat penting
dalam kemajuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai. Strategi juga memiliki banyak peranan penting dalam
berlangsungnya suatu organisasi, oleh karena itu strategi SBMI
Lampung Timur akan dikaitkan dengan teori ini untuk melihat

pencapaian tujuan dalam perjalanan SBMI Lampung Timur.
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Perdagangan Orang
Perdagangan orang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merujuk pada
tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan
menggunakan ancaman kekerasan, tindakan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
yang rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat kepada
orang yang mengendalikan individu tersebut. Tindakan ini dapat terjadi baik di
dalam negeri maupun lintas batas negara, dengan tujuan eksploitasi atau
menyebabkan individu tersebut dieksploitasi. Penyusunan Undang-Undang ini
bertujuan untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih berat kepada
pelaku perdagangan orang daripada menggunakan KUHP yang dianggap

memberikan perlindungan yang kurang memadai.

Definisi perdagangan orang menurut Pasal 3 Protokol PBB mencakup
perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu
dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya.
Ini dapat mencakup penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi yang rentan, serta memberi atau menerima pembayaran
atau memperoleh keuntungan agar bisa mendapatkan persetujuan dari individu

yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi.

Di Indonesia, ada beberapa jenis kejahatan perdagangan orang, termasuk
perdagangan perempuan dan perdagangan anak. Pada umumnya, perempuan
dan anak-anak menjadi korban yang sering kali menjadi sasaran karena
dianggap paling rentan. Para korban perdagangan orang sering kali menjadi

target penipuan, diperlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi.

Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Berdasarkan UU No0.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa PMI

atau yang sering disebut sebagai TKI adalah warga negara Indonesia yang
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memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam rangka kerja untuk jangka
waktu tertentu dengan imbalan berupa upah atau gaji. Dengan merujuk pada
definisi tersebut, secara sederhana PMI atau TKI dapat diartikan sebagai
individu yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk
bekerja dan menerima upah atau gaji selama periode waktu tertentu.

Migrasi pekerja mencakup beragam jenis pekerja migran, mulai dari pekerja
kontrak yang kurang terampil hingga migran yang memiliki tingkat
keterampilan yang tinggi. Dalam konteks migrasi pekerja, negara-negara asal
migran sering disebut sebagai negara pengirim, sementara negara-negara yang
menjadi tujuan migrasi disebut sebagai negara tujuan.

Proses keberangkatan pekerja migran dikelompokan menjadi dua bagian yakni
sesuai prosedur dan non-prosedur. Pekerja migran prosedur ialah PMI yang
berangkat dengan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan undang-undang
yang berlaku. Sedangkan non-prosedur ialah PMI yang berangkat dengan jalur
persyaratan yang tidak lengkap, keberangkatan ini ialah tindakan yang
menyimpang karena dianggap sebagai pelanggaran hukum keberangkatan PMI.
Pemerintah maupun organisasi publik lainya tidak bertanggung jawab atas

kendalah atau masalah yang akan terjadi pada PMI.

2.9 Kerangka Pikir
Dengan adanya organisasi non pemerintah yang hadir di tengah masyarakat

dan memiliki visi dan misi memberikan layanan kepada anggotanya atau
masyarakat lain secara sukarela dan tidak mengharapkan keuntungan dari
kegiatannya. SBMI Lampung Timur pun hadir di tengah masyarakat yang
merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang merupakan wujud dari
kepedulian dan kontribusi dari kondisi buruk serta banyaknya permasalahan
yang dialami oleh para PMI atas keterbatasan pemenuhan hak yang seharusnya
didapatkan oleh para PMI serta minimnya perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah kepada PMI. Dengan hadirnya lembaga-lembaga non pemerintah
dengan strategi dan cara kerjanya yang diharapkan dapat menjawab persoalan-

persoalan yang dihadapi PMI.
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Tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak
seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan jumlah pengiriman pekerja migran
yang dikatakan cukup banyak. Peran lembaga non pemerintah sangat
dibutuhkan, agar lembaga ini semakin mampu mendorong berbagai pihak
memerangi perdagangan orang yang kian meningkat ini menjadi pendorong
bagi peneliti untuk mau mengetahui bagaimana implementasi strategi yang ada
di lembaga non pemerintah dalam melindungi pekerja migran. Implementasi
strategi ialah sebuah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya
organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan
pemanfaatan sumber daya organisasi dengan jalur strategi yang dipilih.
Implementasi strategi diperlukan untuk merinci secara lebih tepat dan efektif
sesuai dengan tujuan yang telah dibuat, maka dari itu penelitian ini akan
mengkaji implementasi strategi dari organisasi non pemerintah Serikat Buruh
Migran Indonesia Lampung Timur dalam mengatasi tindak pidana

perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung Timur.



1. PMI Asal Lampung Timur menjadi
korban TPPO
2. Prosedur yang ada belum terorganisir.

l

Program SBMI
Penanganan kasus pekerja migran,

Y
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pengorganisasian pekerja migran dan
keluarganya, pendidikan dan pelatihan

pekerja migran.

Konsep Implementasi strategi menurut
Wheelen dan Hunger dalam Ulfa (2018):

1. Program
2. Anggaran
3. Prosedur

5

Terlaksananya strategi SBMI
dalam mengatasi tindak pidana
perdagangan orang di wiliayah

Lampung Timur

Gambar 2 Kerangka Pikir
Sumber: Diolah peneliti, 2023.
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I11.  METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti
sebagai suatu disiplin ilmu untuk melakukan suatu penelitian. Metode
penelitian meliputi prosedur atau suatu langkah yang akan ditempuh, waktu
penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan

dianalisis. Berikut ini gambaran mengenai metode penelitian.

Tipe dan Pendekatan Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2013), mendefinisikan
penelitian kualitatif sebagai penelitian tentang untuk memahami subjek
penelitian sebagai contoh tindakan, motivasi dengan mendeskripsikan dalam

bentuk ungkapan kata-kata dengan bahasa alamia penelitian.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk
menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi
strategi yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung Timur
dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal Lampung

Timur.

Fokus Penelitian
Fokus penelitian merupakan suatu masalah pokok yang didapatkan oleh

peneliti melalui pengalaman atau kejadian yang telah dirasakan langsung
selanjutnya dapat diterapkan sebagai kajian penelitian. Berdasarkan penjelasan
di atas, fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi strategi organisasi non
pemerintah dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal
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Lampung Timur dengan menggunakan tiga variabel implementasi strategi

menurut Wheelen dan Hunger dalam Ulfa (2018), yaitu:

1. Program yang telah dilaksanakan oleh SBMI Lampung Timur serta
pencapaian dalam mewujudkan strategi SBMI Lampung dalam mengatasi
perdagangan orang. Program ini ialah penanganan kasus PMI,
pengorganisasian PMI dan anggota keluarganya, Pendidikan dan pelatihan,
Pemberdayaan PMI.

2. Anggaran ini berkaitan dengan sumber pendanaan program dalam
menjalankan strategi SBMI Lampung Timur. Sumber pendanaan SBMI
Lampung Timur berasal dari penyelenggaraan kegiatan atau pihak yang
menyelenggarakan program untuk SBMI.

3. Prosedur yang digunakan SBMI Lampung Timur dalam penerapan strategi
dan program yang diimplementasikan. Prosedur yang ada tidak dituliskan

namun diselenggarakan secara langsung.

Lokasi Penelitian
Dalam pandangan Moleong (2016), lokasi penelitian adalah tempat di mana

peneliti menjalankan studi, khususnya untuk mengumpulkan data penelitian
yang akurat. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan
esensi penelitian dan melakukan eksplorasi di lapangan untuk mencari
kesesuaian dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini lokasi
penelitian yaitu di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Pada Kantor Serikat
Buruh Migran Indonesia Lampung (SBMI Lampung Timur).

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan realitas dari masalah yang
difokuskan, pemilihan SBMI Lampung Timur menjadi lokasi utama dalam
penelitian ini. Mengingat bahwasanya SBMI adalah organisasi non-pemerintah
yang turut andil dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi para

pekerja migran yang mengalami permasalahan.
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3.4 Sumber Data
Sumber data ialah suatu bentuk benda maupun hal atau orang maupun tempat

yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang
diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang
dikumpulkan melalui penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer
Data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dengan
memberikan pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti
melakukan observasi langsung mendatangi SBMI Lampung Timur dan
memberikan pertanyaan mengenai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
program SBMI dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran
asal Lampung Timur.

b. Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang diperoleh dari data primer yang berbentuk
file atau dokumen, arsip yang selanjutnya dikelolah oleh peneliti, terutama
yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan program SBMI Lampung
Timur dalam mengatasi perdagangan orang pada pekerja migran asal

Lampung Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan berhadapan secara langsung bertujuan untuk bertukar
informasi dari informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan
wawancara kepada SBMI Lampung Timur terkait dengan penelitian, untuk
memperoleh informasi yang mendalam dan jelas mengenai upaya yang
dilakukan SBMI Lampung Timur dalam mengatasi perdagangan orang pada

pekerja migran asal Lampung Timur. Informan dalam penelitian ini ialah:
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No. Nama Informan Jabatan

Subtansi

1. Mujianto

2. Sukendar

3. Budi

4, Suratmi

5. Tri

6. Ariono

Ketua SBMI Wawancara 13 April 2023
Lampung Timur - Memberikan  informasi
gambaran umum
penelitian
- Memberikan media data
profil Instansi
- Memberikan dan
menyajikan data
perkembangan SBMI
Lampung (Lampung
Timur)
Anggota SBMI  Wawancara 22 Juli 2022
Lampung Timur - Sebagai media informasi
mengenai keberadaan dan
kegiatan
Anggota SBMI Wawancara 28 Mei 2023
Lampung Timur - Sebagai media informasi
mengenai keberadaan dan
kegiatan
Wawancara 17 Juni 2023
- Sebagai narasumber
keberadaan SBMI
Wawancara 17 Juni 2023
- Sebagai narasumber
keberadaan SBMI
Wawancara 17 Juni 2023
- Sebagai narasumber
keberadaan SBMI

Purna PMI

Calon PMI

Purna PMI

Sumber: Diolah peneliti, 2023

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan menganalisis

dokumen yang didapatkan. Dokumen yang dimaksud berupa gambar, foto

yang berasal dari objek penelitian, dokumen ini menjadi pelengkap dalam

wawancara dan observasi yang sedang berjalan.
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Tabel 4. Dokumentasi

No. Dokumen Keterangan

1. Profil SBMI Lampung Sumber data untuk gambaran umum
penelitian

2. Laporan SBMI Lampung Analisis pencapaian hasil penelitian

3. Undang-undang Sebagai Dasar Hukum penelitian

UU No 18 Tahun 2017 tentang
perlindungan pekerja migran
Indonesia

4, Foto Kegiatan SBMI Lampung Sebagai dokumentasi penelitian
Timur

Sumber: Diolah peneliti, 2022

3.6 Teknik Analisis Data
Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2014), teknik analisis data yang

dimaksud ialah melakukan upaya dengan mengorganisasikan data, memilih
data untuk dapat dikelola. Upaya yang dilakukan dapat menyimpulkan dan
menentukan pola sehingga menghasilkan data yang dapat diceritakan kepada
orang lain. Adapun sebagai berikut tahapan analisis data yaitu:

a. Reduksi data (data reduction)
Mereduksi data ialah suatu rangkuman untuk memilih objek serta
memfokuskan pada bagian yang penting, dilihat dari tema dan polanya
dengan mereduksi data melalui gambaran yang lebih jelas sehingga efektif
dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data (data display)
Langkah selanjutnya yaitu mendisplay data dengan menyajikan data dalam
bentuk uraian singkat, namun data digunakan bersifat naratif. Adanya
pendisplayan data akan memudahkan pemahaman terhadap penyusunan
data sehingga rencana kerja selanjutnya dapat mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification)
Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan dimana hal ini bersifat hanya

sementara sehingga sewaktu-waktu dapat berubah jika adanya penemuan
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bukti bahwa kumpulan data tidak valid. Namun, kesimpulan dapat

dianggap valid jika didukung oleh bukti yang telah dikumpulkan dari

lapangan sesuai dengan data.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2011), teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif

diartikan laporan peneli untuk menguji tingkat kepercayaan dalam hasil

penelitian yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

beberapa kriteria yang diungkapkan oleh Moleong (2013), dalam pemeriksaan

data, yaitu:

a. Teknik pemeriksaan kredibilitas data ialah sebuah kriteria untuk

melaksanakan tingkat kepercayaan dalam penelitian yang akan dicapai,

derajat kepercayaan dari hasil penemuan akan menjadi bukti peneliti dalam

kegiatan penelitiannya. Pada teknik ini derajat kepercayaan di periksa oleh

teknik pemeriksaan sebagai berikut:

1.

Triangulasi ialah upaya untuk menyeimbangkan kebenaran data yang
diambil dari sumber lain. Adapun macam-macam dari triangulasi yaitu,
triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber yang dilakukan
dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa
narasumber yang berkedudukan atau memiliki posisi yang berbeda
sehingga informasi yang didapat dapat di bandingkan.

Kecukupan referensial ialah dengan mengumpulkan sumber data
melalui catatan, rekaman, sebagai referensi analisis dan penafsiran data.
Pada penelitian ini pengumpulan informasi yang digunakan yaitu
melalui dokumen, catatan, foto, dan rekaman untuk mendukung

penafsiran data.

b. Teknik pemeriksaan keteralihan data ialah adanya uraian isi dengan

melaporkan hasil penelitian secara detail sehingga dapat menghasilkan

analisis penelitian sesuai dengan tema yang dibawa oleh peneliti. Derajat
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keteralihan dicapai melalui uraian yaitu, cermat, rinci, tebal serta adanya

kesamaan konteks data.

. Teknik pemeriksaan kebergantungan ialah uji kebergantungan yang

dilakukan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini uji
yang dilakukan mengecek apakah penelitian yang sedang berlangsung
dinyatakan benar sehingga selanjutnya akan mendiskusikan hasil penelitian
dengan pembimbing.

Kepastian data ialah uji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses
penelitian, proses yang dimaksud pengumpulan data dilapangan yang
berupa wawancara, dokumen, rekaman, dan foto. Uji ini dicapai dengan
pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh unsur dan proses penelitian
kepada pembimbing sehingga dapat dilakukan bersama pengujian |

penelitian.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan implementasi strategi organisasi

non pemerintah dalam mengatasi TTPO di Lampung Timur, maka diambil

kesimpulan bahwa implementasi strategi organisasi non pemerintah yaitu pada

SBMI Lampung Timur dikatakan baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya

strategi SBMI Lampung Timur dan didukung dengan progam yang dikatakan

berhasil dalam mengurangi tingkat TPPO pada PMI asal Lampung Timur,

yang dilihat dari tiga variabel yaitu bagaimana pelaksanaan program,

anggaran, dan prosedur dalam penerapan implementasi strategi, SBMI

Lampung Timur telah mencakup tiga hal tersebut.

A. Program
Program yang ada di SBMI Lampung Timur berjalan dengan baik, hal ini
terlihat dengan bagaimana SBMI Lampung Timur menjalankan program
yang didukung dengan kegiatan-kegiatan didalamnya, pada program
penanganan kasus SBMI Lampung Timur turut membantu menyelesaikan
kasus PMI yang bermasalah. Program pengorganisasian SBMI Lampung
Timur melaksanakannya dengan membentuk kelompok musyawarah
dengan PMI maupun anggota SBMI Lampung Timur. Pada program
pendidikan terdapat kegiatan sosialisasi dimana SBMI Lampung Timur
beserta anggota nya turun langsung untuk memberikan sosialisasi yang
dilaksanakan bersama masyarakat, calon PMI dan purna PMI. Program
yang dijalankan telah memberikan penurunan angka TPPO karena
memberikan informasi untuk masyarakat dalam menghindari TPPO.

B. Anggaran
SBMI Lampung Timur merupakan organisasi publik dengan jenis Pure non
profit organization ialah organisasi yang bertujuan untuk penyediaan
barang atau jasa dengan tujuan untuk melayani dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dimana setiap program di SBMI Lampung
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Timur memiliki kegiatan yang dilaksanakan hanya dengan mengandalkan
anggaran dari SBMI Pusat, dan iuran anggota kelompok sebesar
Rp.10.000, untuk setiap kegiatannya, karena SBMI Lampung Timur
menjadi organisasi yang menaungi untuk memenuhi hak serta kewajiban
PMI walaupun hanya dengan dana yang disediakan SBMI Lampung Timur
tetaplah menjalankan setiap program yang ada.
C. Prosedur

Adapun sebuah prosedur yang digunakan SBMI Lampung Timur untuk
mencapai hasil dan tujuan dalam sebuah implementasi strategi telah
dilaksanakan dan dikatakan cukup baik, meskipun tidak begitu berstruktur
dan tidak tertulis namun pelaksanaan prosedur mengikuti keadaan
dilapangan, prosedur yang dijalankan dengan mengikuti topik masalah dari

program itu sendiri.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan

mengenai implementasi strategi SBMI Lampung Timur ialah:

1. SBMI Lampung Timur sebaiknya mengadakan pengembangan jaringan
sosial pada masyarakat terutama pada kalangan akademisi untuk
berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk kepentingan dan
perkembangan.

2. Sebaiknya SBMI Lampung Timur membentuk pembukuan lebih
terstruktur lagi mulai dari pembukuan kegiatan yang telah dilakukan
maupun pembukuan mengenai pendanaan yang masuk, sehingga
adanya arsip dalam organisasi ini.

3. Sebaiknya adanya SOP SBMI Lampung Timur secara tertulis dan
tersturktur mengenai proses dalam penanganan PMI baik pengaduan
maupun sosialisasi yang dibentuk dalam dokumen, sehingga adanya

panduan khusus yang jelas dan efektif.
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